








Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Dalam menangani pengedar gelap psikotropika, Polri menggunakan
beberapa macam cara yaitu :
a. Cara preemptif yaitu polri secara langsung melakukan pembinaan dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang psikotropika maupun kejahatan
psikotropika.
b. Cara preventif yaitu polri secara langsung melakukan sambang ke
masyarakat, patroli dan membuat himbauan kepada masyarakat tentang
psikotropika maupun kejahatan psikotropika dengan cara melakukan
pemasangan spanduk, pamflet dan bekerjasama dengan instansi Badan
Narkotika Kota (BNK), Cegah Berantas Narkoba (CBN) dan instansi-
instansi lainnya serta mengadakan razia ditempat-tempat hiburan
malam.
c. Cara represif yaitu polri melakukan penindakan langsung terhadap
kejahatan psikotropika dan tujuan dari cara ini untuk mencapai
ketertiban dalam masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Polri meliputi:
a. Kendala dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi yaitu dalam




memberikan rasa takut dan efek jera bagi pelaku kejahatan
psikotropika.
b. Kendala dalam masalah mencari barang bukti dan pengujian terhadap
alat bukti yaitu untuk mencari dan melakukan tes uji terhadap barang
bukti dan golongan psikotropika, polri membutuhkan biaya yang cukup
besar.
c. Kendala dalam peran serta masyarakat yaitu masyarakat masih banyak
yang takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena berbagai
alasan.
e. Kendala dalam mencari informasi yaitu dalam mencari barang bukti,
aparat penegak hukum masih saja kecolongan karena masih banyak
peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan untuk biaya
penyadapan masih terbentur biaya yang cukup besar.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran, yaitu
dalam menjalankan peranan polri atau penegak hukum dalam usaha
memberantas atau mencegah terjadinya kejahatan psikotropika maka polri
juga harus didukung penuh dengan fasilitas yang mendukung atau biaya yang
memadai untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas kejahatan
psikotropika dan dalam peran masyarakat perlu lebih dikembangkan dalam
suatu pola kerja yang profesional sehingga aparat penegak hukum atau polri
dapat lebih efektif dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika,
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